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ABSTRAK 

!
 Manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak dapat melakukan sendiri, 

tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Un-
tuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis tersebut. Perangkat 
hukum itu disebut dengan perjanjian. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua 
pihak yang membuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. 
dalam suatu perjanjian dikenal adanya kreditur dan debitur dimana kreditur sebagai pihak 
yang memiliki piutang dan debitur sebagai pihak yang memiliki hutang. Bahwa kedua 
belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama mener-
ima haknya. Pada pelaksanaannya seringkali debitur tidak dapat melaksanakan apa yang 
menjadi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian dimaksud se-
hingga seringkali mengakibatkan wanprestasi. Pihak yang dirugikan akibat adanya wan-
prestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti 
kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang dituduh wanprestasi dapat 
mengajukan tangkisan atau pembelaan. Sering kali debitur melakukan perlawanan 
dikarenakan bahwa kreditur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu. 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum 
kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder belaka. Penelitian ini berupaya guna menganalisis khususnya di dalam 
bidang Hukum Perjanjian, Hukum Acara terkait perlawanan berdasarkan prinsip exceptio 
non adimpleti contractus, dan pelaksanaan eksekusi artinya memahami asas hukum per-
janjian, serta akibat hukumnya bila terjadi wanprestasi dan adanya perlawanan yang  di-
lakukan oleh Pihak Debitur Berdasarkan prinsip exceptio non adimpleti contractus.  

Penulis menyimpulkan debitur yang telah digugat dengan dasar telah 
melakukan wanprestasi dapat melakukan suatu upaya perlawanan kepada kreditur 
berdasarkan prinsip exceptio non adimpleti conctractus. Perlawanan tersebut didasarkan 
karena kreditur terlebih dahulu melakukan wanprestasi, Prinsip exceptio non adimpleti 
contractus diatur dalam hukum perjanjian, yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan 
yang diatur dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata. Kedua, diatur dalam yurisprudensi, 
dengan telah terjabarnya yurisprudensi mengenai exceptio non adimpleti contractus, 
maka kepastian hukumnya sudah diakui keberadaannya. Terdapat 3 kemungkinan dalam 
hal perlawanan suatu gugatan yaitu  a) Gugatan tidak diterima b)Gugatan ditolak c)Gu-
gatan dikabulkan, adapun kendala yang dapat terjadi pada saat proses beracara berlang-
sung khususnya terkait dengan masalah eksekusi: a) Adanya tumpang tindih peraturan, 
terkait grosse eksekusi dengan parate eksekusi. b) Adanya penafsifan hukum yang berbe-
da. c)Kurangnya komunikasi yang baik antara kreditur dan debitur. d)Peralihan hak milik 
pada pihak ke 3. Penulis memberi saran bahwa kesepakatan di antara Debitur dan Kredi-
tur haruslah di sepakati dan di patuhi oleh kedua belah pihak dengan penuh itikad baik. 
Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam hal perjanjian pinjaman dan Dengan telah 
diaturnya perlawanan atau langkah hukum berdasarkan prinsip exceptio non adimpleti 
contractus maka diharapkan hakim mempunyai pendapat yang sama dalam memutuskan 
perkara. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat terhadap 
penyelesaian fakta-fakta hukum yang sama. 
Kata kunci: Exceptio Non Adimpleti Contractus, Perjanjian, dan Eksekusi. 
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ABSTRACT 

!
As human being, people cannot do their business activity alone yet they need to 

be together or they need help from other. So, we need a legal device for the sake of its 
business activities. This legal device is called agreement. Agreement publishes an en-
gagement between two parties who make its engagement that there is right and duty aris-
ing therein. In an agreement, it is known as the creditors and the debtors where the credi-
tor as having the receivables and debtors as having debts. Indeed, the two parties should 
fulfil their duties and equally receive their rights together. In reality, the debtors cannot 
carry out what the duties under the agreement as referred to the agreement so that it often 
causes wanprestasi. The aggrieved party due to wanprestasi may sue fulfilment of the 
agreements, cancellation of the agreement, or their restitution to the party in wanprestasi. 
The party accused of wanprestasi may offer defence. Frequently, the debtors do offences 
since the creditors have done wanprestasi first.  

Method research used in this study is normative legal research methods or it is 
also called library legal research; it is done by studying secondary data. This research 
aims to analyse particularly in the field of Agreement Law, Procedural Law related to 
opposition based on principle of exceptio non adimpleti contractus and the effect of its 
law if wanprestasi occurs and there is an opposition done by the debtors based on princi-
ple of exceptio non adimpleti contractus. 

The writer concludes that the debtors who have been sued due to wanprestasi can 
undertake the opposition to the creditors based on principle of exceptio non adimpleti 
contractus. Its opposition is done due to the creditors do first wanprestasi, exceptio non 
adimpleti contractus principle is regulated on agreemet law; first, legislation regulated to 
the provisions of Article 1478, Civil Law. Second, it is regulated on jurisprudence as to 
exceptio non adimpleti contractus; thus, its legal certainty is already recognized. There 
are three possibilities occur in terms of lawsuit opposition; they are a) Unacceptable law-
suit, b) Declined lawsuit, c) Fulfilled lawsuit. Besides, there are constraints that can oc-
cur when the proceedings take place, particularly related to execution problems; they are 
a) overlapping rule related to execution grosses with parate execution, b) different legal 
interpretation, c) lack of good communication between the creditors and the debtors, d) 
transition of right of ownership on the third party. The writer suggests that the deal be-
tween the Debtors and the Creditors must be dealt and be obeyed by the two parties with 
good intension. There should be no losers in terms of loan agreement and the resistance 
has been arranged or legal action based on the principle of exceptio non adimpleti con-
tractus; thus, it is expected that judges have the same opinion in deciding the case. There-
fore, it can provide legal certainty to public to accomplish the same legal facts. 
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